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PROYINSI NUSA TENG ARA BARAT

’IINTANC

13IANGAN HAIl MA 1” ’LUI IAN YANCi MAI IA ESA

iUI'A’I’I U M IRA\¥A OA RAT,

Menimbwg bah›va «ntult mclal‹sanakan l‹ctcntuari Pasal 21 ayat (5),

PaSU1 22 a\at (2) alan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden

Nomt›r 3'"I'ahun 20.19 tcntang Satu DataI ndoncsia, pcrlu

menetapkan Peraturari B upati tentarig Pengelolaan Satu

Data ln lonesia "1‘in*l‹at Daerah

L4engingat 1. 1°asrb 18 Ayat (€a) Und s-Un‹lanp Negara Republik

,

1 ncionesi‹i T.ihun 1°945;

U nclanp-Undang Gornor lG "I‘Wun 190T tentang

Statistilc (Lc m19aVilla Nt gíl1‘a TH h U El 1997 No mor 39,

v:uribahan Leinbaran Ncgara Nomor 3686);

Undun;-tJndang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

pqmbentul«•'n icabupatcn Sumhawa Barat€1iProvinsi

N» "fenggai a t (Lcmliaran Negara Republil‹

I ndoiaCSi0 ’fahtin 2003 NomOr i 45
, T. batts

Lembaran Ncgñra Repulalilc1Fl‹1onesia NomO sa40);

4. Undang-Undang
Nomor 25 7’aliun 2004 tent g

sister PcrerlCarlaafl Pcmhangu nail Nasional

(Lcmb>•n Neg • **l*'lb1il*/F1done,ia T•hu» 2 »

Nomor 104s Jambfihan Lembaran Negara R•pllblik
plp țlpSia Nomor 4421);

InformaSi Dan’Pransaksi E1cLtronil‹

Rppublil‹ Indonesia Tahun 2O

5qmbaran Ncgafa Rt•publili

2008 tCtltang

08 Nornp
^ ,Jamban

IrnlonesÎ£t Nom qgqyJ

Dipindai dengan Ca mscanner



sebagaimana telah diubah dengan Undafg-UndaIliI

NOmOr 19 Tahun 2016 tentang Perubah AtaS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

lnformasi Dan Transaksi Elektronik (Lemb»an Negar£t

Republik Indonesia Tahun 2016 NOlTlOr 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Iúeterbukaan Informasi Publik (Lemb»an Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor6 1, TaITlbah€lll

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahall

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun CO14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia NOmOr 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali tep 1r

dengan Undang-Undang Nomor 11 Twp
Tl 2oco

tentang Cipta Kerja (LembaraTl Negar L Repllblin

II1dOTleSÍà Tahllfl 2020 Nomor 2os, Tambahp

lO.

Lembaran NegaraRepublik I£ldonesiaNOm£ïr 6s73);

Undang-Undang Nomor

Kerja (Lembaran Ne

1 Tah}lfl 2020 tentang (jjptà

g L Republik Indonesià T pp

2020 Nomor 245, Tambahan t„„,¢ g„

Republik lndonesiaNOmor 6573);

11. Peràtllran PemePint£f1l Nom r s i iai,¡q
C

PenyelenggaraanStati»tik(mmbar

Indonesia Tahun 1g9g NO r

immbaranNegara Republic içjJppl
e

¡p

12. PeraturanPemerintah Nomor 7

Penyelenggaraail Sistem dan

(Lembaran NegàRepublik

Negara

Í999tentang

Negara Republik

96, yambah

NO¡t¡ 3854J;

1 T un 2o ivtej-lt g

Trangaksi Elel‹tro£lik

ldOflesiil y=•£l 20l9



liitliiiit' i:i Ntiiii‹ir €»lt)0);

1.3, l'eix.tl1li’ilil l'rt•si‹1‹:i› No‹»‹›i- 27 s'ahun 2014 tentang

liii’iii
!
':th 1iil‹n iiitisi Gc‹›s;›:isia1 Nacional (I•Cmbar >l

Nt-¡i‹›ia 1‹c¡iiiblil‹ i»‹i‹›neg¡ii› «i «n 2014 Nomor 78)i

1.1. l’t'rnliii'.lti lvi i•sif1cn Noinor 39 ”1ahun 20.19 t< 1t£ lk

ú“•ttll D:It:i liltloncsia (Lcinbar NCgHrI CpLlbli''

*tJt›t t'si:i ’l'aliun 20 lO Nomor 112).

IS. l't•i'.lttlran Mt•.inicii Dalam Negeri Noinor 70 TK lfl

2tl I°) tt;titang Pengelola .. sistem InformaSÍ

1(î. l't'r:ituran DacrahItabupatcn Sumbaw£tB fPEttNOmOr

1 ’l'alltin 202.1 tentang Perubahan Atas Peraturan

13:ccl ali lîaliiipaten SuinbawaHarat Nomor3 Tahun

2O1€› tcntan3 Program Daerah Pemberdayaan Gotong

Pxoyong;

MEMUTUSIMN:

Menetapknn : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SATU

DATA INDONESIA TINGUT DAERAH.

BABI

IIETENTUAN UMUM

Pasal1

DalaınPeıoturan Bupati iniyanq• diınaltsud dengan:

1. Daernlı Jlw ılabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai uT1S*lr penyelenggarq

pernerintaha» Daerah yang meıniınpin pe1al‹sanaan upJ*an pemerintahan

JpplJ pçlj£rdi 1‹eıvenangFtn diıCF£tİl OtO£lOlTl.

3. B<1
py{j J()alah Bupati Sumbawa Barat.

o. Sel:retarÍS tjrah adalah Sekretaris Daerah KabupàteIl sui>i.awà B It

s. Perangkat Dacrah Dd£tlah unsur pembantu Bupati d Dew pe=«ui

p,py«i naer»n dalan pcnyelenggaraan urus n pemerintallan yangrr¡e8ljàdi

p. Iflsta lsi Vertilial ailalah perangl‹at ltcmcnterian

p
e

Q/@ltali non ltomcntcrian yang nicngur

angi‹adckonsentrasi.

dan/qtau 1embaga

Dioindai denoan Ca mscannc'r



15.

16.

17.

7. a»d«» «r•nrpnnan Pemhangunan Daerah dan Penelition Pengembangan

y¡jjjgselanjutnya disingkatBAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan

Pembnngunan Dacrah dan Peneliti Pcngcmbangan Kabupaten Sumbawa

Barnt.

8. DinasKomunikäS1 dan lnformatika yang selanjutnya disingkatDISKOMINFO

a‹ialah Dinas KomunikaSf d£tn Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk

menghasilkari Data yang a urat, iTlutakhir, terpadu, dan dapat

dipertanggungjawabkan, Se1’ta mudah diakSeS dan dibapipakaikil Hflt£tl’

Instansi PuSät dan InstanSi Daerah melalui pemenuhan Starldar D££ta,

Metadata,lnteroperabilitasData, dan menggunakan Kode Referensi dan Data

Induk.

10. Data adalah CatataR atas kumpulan fakta ataudeskripsi berupa angka,

karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau

bunyi, yang merepresentasikan lteadaan sebenamya atau menunjukkan

suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

11. Data StatiStİk adalah Data berupa angka tentangkarakteristik atan ciri

khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,

pengolahan, penyajian, dan analisis.

12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang

merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.

13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau uRuran,

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusiayang berada di

bawah, pada, atan diatas permukaan bumi.

14. Stgr,dar Dat£L adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Metadata adam informasi dalam bentuk struktur dan fOTrnat yang baku

llntuk menggHJTlbarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan

penc , penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

Interoperabilitas Data ad£tl£th e P I D>t£t >Iltll*d'b gıPakaikan antar

Sistem elektronik kangSaling berinteral‹si.

Kimde Referensi ad£tlDlı taılda berisi karakter yang mengandung atau

„
e
çlggambark==££'

makslld, £t£fll florma tertentu sebagai rtıj{lk;jjq

identitaıs Data yang bersifat unik.

) gg [)ytp ıFlduk a J)ah Data yang merepresentasikan objek dalaTTl proses bisnis

pe;11erintah r;3jqg ditetap1«an sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Q{1p£tİini untuk dİgu!lakan bersama.

Dipindai dengan CamScanner



Jq Dg{p p ppitps Fidalah DnU téP{tf1fh yang heras»1 ö»ri tlaftnr Data yangaknn

dikumpulkan ada tahun sclanjutnya yang disepakati dalam Porum Satu

Data Indonesia.

20. Forum Satu Datalntloncsia tingkatDaerah adalah wa‹1ah komunikasi dan

koordinasi Perang1‹at Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kabupaten SumbawaBarat.

2 1. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat adam mediabagi-

palcai Data di tingkät daerah yijjjgd£Ïp£lt diakses melalui pemailfa ttHfl

teknologi informasidailkomtlflikasi.

22. Pembina Data tingkatDaerah adalah instansi vertikal yang melaksanak

tugas pemerintahan dibidang St£LtlStfk di daerah.

23. Walidata tingk£tt Daerah adalah unit Dinas padaPerangkat Daerah yang

melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data

yangdisampaikan olehProdusen Data, serta menyebarluaskan Data.

24. WalidataPendukung adalah perangkat daerahyang melaksanakan kegiatan

pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Datayang membantu walidata

tingkat Daerah.

25. Produsen Datatingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

yang menghasilkan Data ber‹lasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan,

kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

27. Agen Gotonp• Royong selanjutnya disingkat AGR, adalah warga masyarakat

yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan

pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan ProgramDaerah Pemberdayaan

Gotong Royong untuk mewujudkan pembangunan daerah y;3jjg

berkelanjutan.

Pasal2

Peraturan Bupat
i inidimaksudkan untuR mengatur penyelenggaraan tata

pp qtp patay;32jg dihasilktlll oleh Perangkat t{9 !1fltllk mcn‹lu1tung

perencan
;3jj, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

£ emberikm £lC'l
pelakSanaan dan ped anbagÎPerangkat Daerah

daa•• ‹
;jjqggq penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung

perencanaan, pelaksanaar
i,evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

b. ‹newujudkan eter¢edi£tan Data yang aktlr£ft,•'lt »›teFQEfdll,dapat

dipertanggungjaw
£tbk£l 1,sebtiR <1 di Se5 dan dibagipakaikan an,p,

Dipindai dengan CamScanner



p»„»gu t »•erah seo>>>' nsa*Peroncan8an, p»i»kSflnaan, e.vnluasi,

d«£lpe{lge
ndaJ' embangunan;

C endorong keterbukaan dan

perenCaflaan dan perumusan

padaD££tR; dan

'P“6ns DRU sehingga tercipta

•
eb
'J== e•°=gt1Ilan yang berbasis

d. mefldukung Sistem statistik nas› pl
e*uai peraturan perundang-

undangan.

Bfii3 11

PRINSIPSfiTU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian1‹csaiu

Umum

Satu Data Indonesia di Daerah tlilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. data yang dihasilkan oleh Protlusen Data tingkat Daerah harus memenuhi

Standar Data;

b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki

Metadata;

c. data yang dihasilkan oleh Producer Data tingkat Daerah harus memenuhi

Raidah Interoperabilitas Data; dan

d. datayang dihasil1‹an oleh Produscn Data tingkat Daerah harus menggunakan

Kode Referensi dan /atau Data IndUk.

Bagian Kectua

Standar Data

Pasal4

¡,j stand»DCLtasebag£ti ä d: L Stld dalam pasal3 hurufä tirdlg CLtä
q;

(2)

(4}

g. konsep;

b. defirlfsl,

C £ sifikasi;

o. ukuran;dW

e. satuan-

Konsep seba°p
„„£Ldimaksud p

ada ayat (1) huruf a merup an ideyang

(3s DefjfllSf

tentan
g DRU

gj S'’1k£tS1

tatertentu
dengan Data yang

tujuan Datatersebut diproduksi.

sebag ’
a dı

aksud pada ayat {1) hurufb merup an penjelasan

batas atau membedakan secara jelas artt dan

Secara sistema

lain.

pada ayat (1) hufuf C merup

tis de dal£ljjq kelompok atau kategori

Dipindai dengan Oa mS888888



'”” "”'"" "'›' * "" ' ı : › ‹› t:1 ı't.mı›in› Daın tingı‹at r)ner°h atau

dibakukan secan nina.

(5} Ukurnn seby(minimum ditııııl« ( }
ilynt (1) hurtıf cl ınerupakan llnit yang

digunakan ıltılnn t›‹ u, ıı1‹ıı›
.İ AHHH,l;Iıılıır, atau cakupan.

(6) S‘
t
ua

n
=l•<•i• '=' ' "' *Alt 1 it :ıyiıt (1) lıurufc ınerupal‹Hfl bOSHf

tPrtt*nttı tltll'’'ı 13t ı y; th
eıtie=‹1lx{}1} ş;(j[jjjJai Stan‹tar untuk mcngukur atau

l‹lıustls Data¿•,ın rl',« t1d‹ll’1ı8n terschut sesini peraturan perundang-undangan-

(1)

Bngian Ketiga

Metadata

Pasalô

Dat£l JF g dÍhaSilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi

dengan Metadata.

(2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format

yang baku.

(3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada

bagian informasi tentaria Data yang harus dicakup dalam Metadata.

(c) Format yang baku sebap•aimana dimaksud pada ayat (2J merujuk pada

spesífikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal7

struktur yang baku dan format yang baku iintuk Data yang berlaku lintas

PeranglcatDaera
h ditetaplian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal8

patay g dihasilkan oleh Produsen Data tingkt Daerah harUS memenuhi

uaidan interoperabilitas Data.

(2) UntuJ *nemenuhİ kaidah InteroperabilitaS Dataseb -tg =*ana dim Sudp£tda

ayat (1)d D ta harus

. kOnsisten dalam sintak/bentuk, struktur

dan Semantik/ artikulasi keterbacaan; dan

t,. disimpan dalam format terbuRa yangdapat dibaCa Sİstem elektropİp

Dipindai denqan Ca m'2canner



Bagian Kelima

ItodeReferensi dan Data Indulc

Pasal9

Dataynng dihäsllkan olehProdusen Data tingkat Daerah harus menggunalian

KodeRcferensi dan/atau Data Iriduk yang telah dibahas dalam ForumS£ttU DHtR

Indonesiatingkat pusat.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATAINDONESIA

TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pembina Data tingkat Daerah;

b. Walidata tingkat Daerah;

c. Walidata pendukung; dan

d. Produsen Data tingkat daerah.

Bagian Kedua

Pembina DataTingkat Daerah

Pasal 11

(i) Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf

p,meliputi:

a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Sumbawa

Barat;

b. P«mbina Data Geospasial tingkat Daerah adalahDPUPRPP.

(2) P•mbina Data tingkat Daerah mernpunyai tugas:

ã. memberikan rekomendasi dalampl"•SeSperencanãan pengumplllan Datai
dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan

paerah sesuai dengan ketentuan

SatãD£tta Indonesia

Pe*(turan perundang-ufldang

6nKetiga

walidata Tingkat Daerah dan WalÍdata Pe£ld

Pasal i2

Ukting tÍngkãtp¿fe
p

Dipindai dengan CamScanner

tingkat



(2) W£tlldata tingkat Daerah scl›:›p,q;«»T!. ‹i:«»•»•‹i r=•›• =y=' (' =•-•"'ly•
tUgas :

(*)

(4)

iR• Hlorilt5fl lccscsuaian Data yang disampaÍlcan OlCh PFOdUsCn Data

tlFlgkat Daerah scsuaj dengan prinsip Satu Data IndonCSia tingkat

Daerah;

b. menyebarluaskan Data dan Metadt d¡ PortalSatu Data Indoncsia

Kabup£fte£lSuinbpwa Barat; dan

C membantu Pembina Data tingkat Dacrah dalam membina Produsen

Delta tinglcat Daerah.

Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibantu oleh

WalidataPendukung tingkat Daerah yangberkedudukan daJom Q Jàt

Daerah.

WalidataPendukung tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Tugas Walidata Pendukung tingkat Daerah adaJah:

a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di

lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai ‹lengan prinsip Satu Data

Indonesia tingkat Daerah;

b. membantu Walidata tingkat Daerah daJam menyebarluaskari Data dan

Metadata diPortal Satu Data Indonesia.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk timPengelolaan data statistic

sektoral Daerah dan tim Pengelolaan data geospasial Daerah yang

ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Produsen Data tingkat Daerah

Pasal 13

(1) prI3dusen Data tingkat Daerah sebagaiman f dima»Sud dal Pä+al10 hurllf

d, ad an Perangkat Daerah dan

berdasarkan kewenangan sesuai

undang

(2) ›2odusen
Data tingkat

mempunyai tugas:

Instansi Vertikalyang menghåsilkan oåt£

dengankete 1 hanperaturanpe=l2ndang-

Daerah sebagaimana dimaitsud @
äyät (i)

g. memberikan masukan kepad£lPembinaD fta tingl‹£{t

standar Data, Metadata, danInteroperab:litaso tt£t;

b. menghasilkan

Daerah; dOf1

Data sesuai derig Prinsip Satu D (t f

Dät°•9 mengenai

I£1dOIle8i£t tingkat

Dipindai dengan Ca mscanner



(3)

(I)

akurasi

'*n *+‹' yat (U p d mClibatl‹an Agen Gotong Royo»@ flan dKpÜt

nicngiisulkan Petuga• Administrasi untuk tergabung dalnm }32 PCFlgelolaiiii

Stil StI1(1S[Ik selctoralDaerah dan timpengelolaan data geospasial Daerah.

Bagian Kelinia

Forum satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 14

Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata

pendukung tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui

FOFtlm Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(2) FOPllm Satu Data Indonesia tingkat Daerahdikoordinasikan oleh Kepala

BAPPEDALITBANG.

(3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

a. Pembina Data tingkat Daerah;

b. Walidata tingkat Daerah; dan

c. Walidata pendukung tingkat Daerah.

(4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya

dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang

terkait, termasuk selain pemerintah.

(s) rorum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan

berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait

penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

(6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan

koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

(7) Dam hal terdapat permasalahan yang timbUl dHlam pertemuan

koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan,koordinator

Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

(81 Pembentukan Forum Satu Data tinglcat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkatD ferah

Pasal 15

(lJ rorum Satu Data Indonesia tingk£tt D••rah dalam ,„ Sqplqayl

dibnntu oleh Sekrotariat Satu Datajp1‹* 1* ia tingkat n»•»h.

(2) Sekretariat Satu Data Intlonesia tingkat DaCr¿{h C U
$ly

t
g
ä

tugasnya

Di pindai dengan Ca mscanner



admiFlistratif kepada roFljm Satu Data Indonesia ti£lgkat

b. e £1JS nalxan tugas laiçl vang diberikan olehF lTlS t

tinglcat Daerah.

(3J SeÍ(FCtHriat Satu Data tpjd p{•*Ía tiflgLat Daerah bersifat

I9aerahi

Data IndoneSi£l

lx-offício, y g

SCCnrftftingsional diial‹sapt@l‹ari Oleh Bi‹1ang y• S •'•'l=g='
PerencanàD-n›

PCFlgenrlalian ilan tïvaluosi pad, pàgt›ppALITl3aNG SC HJ8l

mel¡iksanal‹an i «J£í* p‹ m‹'rint•iti;in di tiir1»nn pcrcnc.unaao P

‹l‹icr‹ili.

badai y°"g

e bwgunan

l3aginn Ilesntii

f•asnl l6›

Pcnyclcnggara.w Satu Data ln‹lonesia cli Dacrah terrliri atas:

a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

c. pemcriksaan Data; dari

d. penyebarluasan Data.

(1)

Bagian Keclua

Pcrencanaan Data

Pasal 17

PerangkatDace 1T1e1aI‹sanakan pcrencanaan Data bcrupa penentuan daftar

Data yang akan dikumpuIl‹an fli tahun selanjutnya.

(2) maiam menyusun daftar Data srbagaimnna ‹limal‹su‹t pada ayat (1},

Perangk£ft Daerah mengacu pacla clnftar Data yang telah ditentukan sesuai

ketcntuan peraturan pcrun‹lang-untlangan.

Pasal 18

renentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun sclanjutnya

sebagaimana dimaksud dalam ]3£l5al 17 ayat ( 1) dilalcukan dengan

menghindari duplikasi.

Penentuan daftar Data yang al‹an dikumpulkan dİ tahun selanjutnya

sebag0l a dimaksud pada ayat (1) diIRkUkan berdasarkan :

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-12fldang;jiyteTltang siStem pemerintahan

berbasis elektronik;

b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingk£tDaerah; dan/atau

Dipindai dengan Ca mscanner



n. rekomendasi Pemhina Data tingkat Daerah.

(3) Daftar Data yang akandikumpulkan memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

b. jadwal rims dan/atau pemutakhiran Data.

Daftar Data yang akan dikumpulkan dapatdigunW
jøiseb£t8

perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah D
C

kewajiban Pemerintah Daerahlieri1asnrl‹an l‹etC<1Łl $$

undangan.

erah d P

p
e t

çlr
, peruold Å

Pasal 19 .g

(1) I?encana program ‹lan l‹cgiatan tcrlt»it satu <’3tЯ-

clalaш rencana al‹si Satu DataI ndOrlCSİíL

(2) Rencana aksi Satu DataI ndOflCSİ0 *< Û*
ã

dapat mencaliup:

a. pengembangan number biaya ¡tlanusia yang >

b. penyusunan petunjul‹ teknis pelaltsanaanSattl

c. lcegiatan terl‹ait pengumpularl D£fta;

d. kegiatan terkait pemeriksaaTl D£tUt;

¡ Nsud pada ayat (1)

nata Indonesia;

e. kegi ftan terkait penyebarluasan Delta; dan/atau

f. kegiatan lain yang mendukung tcrcapai8lyã Data yang

prinsip Satu DataIndonesia.

sesuai dengan

Pasal 20

(1) Penyelenggara SatuD£lt£f >l Onesia tingkat Dacrah me1aksanak.an rcncana

(2)

sİSatu Data IndoneSİCl.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingl‹at Daerah memantau

pencapfian rencana ílksi Satu Data Inilonesia cti tingl‹at Daerah dan

melaporkan kepada Bupati secara l›crkala.

Pasal 21

pencapfii3Jj
rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah dapat digunakan

sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat

D£teran Derdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 22

(J) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Datasesuai dengan:

a. Standar Data;



(2)

(3)

(+)

‹*›

b. dCtftnrdata yang telah Ü›tentekan cíalam Forum 'iatu $* ° ° *

tingkat Daerah; dan

c. jadwal

Data yartg

Mctaüata.

Pe ii tahlr D£ttíl atau rilis Data.
dikuj HflOlCh Produsen DatatingkatDaera

hdisertBi

e lgumpulan data ohh PrOdusen Data tingk<t Daerah

denp•an

di1a••san oleh

£1d Í lÍStFãtOr penge1o1a datt St£ftistik sektoral di masÍflg- £lSi*

Daerah.

Perang]€ãt

Pasal 23

Dãtã bang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah

dÍS£tlTlpaikan kepada Walidata tingkat Daerah.

Penyampaian Datasebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai :

a. Datayang telah dikumpulkan;

b. Standaf Data yang berlaku untuk Data tersebut; dari

c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 24

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa

kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat

Daerah.

(2) Dalam halDatayang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum

sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah

mengembalikan Data tersebut lcepada Produsen Data tinq•1‹at Daerah.

(3) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalEtm jangka waktu yang ditentukan

oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal c5

Data Prioritas yang dihasilkan olehProdusen Data tingkãtD;qp h /Ípe
pjJgry

kesesuaiannya dengan prinsip Satu DataIndonesia oleh Waliclata tin•l‹at

Daerah.

Hasil pemeriksaan Data Pri0ritas sebagaiman£f u:<<.slls
diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkatDaerah.

!3 Dalafil hal Data Prioritas yang

Daerah belum sesuai cíenganp

tingkat Daerah

Daerah.

pncla ayat (1).

disÕfTip£fikHn oleh Prodasen Data tingkat

ri
n
s
i
pS

ó
(•• (• ‹ •»•io, Pct»i'l» D.tt„

oe<1gembalili£lT1 Data tersebut lâmpada Walidata tingkat



'ú' £'rotlusenD 'a tingkat Dnt'rah incmperlini1‹J * ' """""' "" p '

Dagian 1(e1imn

Penyebarluasan ú**

Pasal 2ó

(1) Penyebarluasan Data mertipaknn1‹cgiatanpcniht'iian al«*•.p

dan pertulcaran esta.

(3)

(5)

(2) Penyebarluasan Data dilalcukan oleh Walidatn

(3) Penyebarluasan Data r1ilakul‹an inelalui PO1’tal s.-‹1 outr Iniloncsifl

Kabupaten Sumbawa Barat dan media lainnyaoCS 1

peraturan perundang-undangan dan perl£ClT1bíl>lg l il '

dengan kctcntuan

pengetah$

teknologi.

(4) Portal Satu Data IndonesiaItabupaten Sumbawa B•rãt lyediak£lft akses:

a. Kode Referensi;

b. Data Inctuk;

c. Data;

d. Metadata;

e. Data Prioritas; dan

f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(S) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat dikelola oleh

DISKOMINFO

Pasal 27

(1) Perangk£tt Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

(2) Produsen Data tinp•kat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat

mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data

Indonesia tingkat Daerah.

Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dâlam

Forum Satu Data Indonesia tinq•kat Daerah.

(ç) Hasil pembahasan sebagaimana dimalcsud padaayat (3) disampaikan kepada

Kepala BAPPEDAbITBANG selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat

Daerah.

Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (2J.

(6) Pembatasan akses terhadap Data diPortal Satu Data Indonesia Kabupaten

Sumbawa Barat dilaksanakan oleh:

Dipindai dengan Ca mscanner



dan

b. Q gf atpengclola informasi ‹Ian dokumentaSİ(b
PlD

bcrtanggung j £fb di bidarıg pC lY›

atau pejabat yanB

endokumenta
SİOfl,

penyc‹1iaan, ‹an/atau pelayan inform@Si kepada

Pengg£tla Data diluarperangkat Daerah-

(7) D£tt¡y yangtidHk dapat dipublikasikan01eh

publix untuk

p
e
{’ glt£ftDaerah

odalı d ta

yangsifatnya harusdirahasiakan dan dilindungi oleh

Pasal 28

Undang-undang-

Data yangdisebarluaskan oleh Walidata tingkatDaerah h£lfIS dap t

melalui Portal SatUData Indonesia Kabupaten SuinbaW@ Barä•

diakses

Pasal 29

(U InstansiPusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di POFtal Satu Dat£t

Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat tidak dipungut biaya.

(2} Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Detta di POrtal Satu

DataIndonesia Kabupaten SumbawaBarat tidak memerlukan dokumen nota

kesepahaman, pe anjian ke a sanna, dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuR pelaksanaan Peraturan Bupati ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah dan/atau sumber

pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-1.lTldangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal3 1

(1} Nota kesepahaman, peŞanjian kerja

pernyataan antarPerangkat Daerah

data, dan/atau pemanfaatan Da•a

berlakunya Peraturan Biipati ini,

kekuatan hukum mengikat untukj

terhitung sejak tanggal pengundang

>dTfl£t, dHfı/atau dokumen surat

mangterkaitdengan tata kelola, akseS

wang suddJl ada pada Saat mulai
fslh tetap berlaku dan pe}{ çly

g ^ paling1 p l (
S£f
tu) tah$l$l

eraturan Bup£ttiifli.
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(2) f›istem informas› pengel0l8flfl CIFltH of9tistik Daerah yang t.el;qh Odn, >*

tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data IndonesiatiTl
£1t

Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pa 32

eräturan Bupati inimulai berlakup td£t tanggal diundangkan-

Agar Se{j f g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

DiundangRan diTaliwang

pada tangg jc liovozboz 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Ditetapkan diTöliwang

’A ' NR1\/tANSYAH

BERITA DAE H-KABUPATEN SUMBAWA BARATTAHUN 2021NOMOR


